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Konsep tanggung jawab sosial mengusulkan bahwa perusahaan swasta memiliki tanggung
jawab kepada masyarakat yang melampaui upaya menghasilkan keuntungan. Keputusan
strategis sering kali memengaruhi lebih dari sekadar korporasi. Keputusan untuk melakukan
penghematan dengan menutup beberapa pabrik dan menghentikan lini produk, misalnya,
tidak hanya memengaruhi tenaga kerja perusahaan tetapi juga komunitas di mana pabrik
tersebut berada dan pelanggan yang tidak memiliki sumber lain untuk produk yang
dihentikan tersebut.

Situasi seperti itu menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian misi, tujuan, dan strategi
perusahaan bisnis tertentu. Manajer harus mampu menangani kepentingan yang
bertentangan ini dengan cara yang etis untuk merumuskan rencana strategis yang layak.



Pandangan Tradisional Friedman tentang Tanggung Jawab
Bisnis Mendesak kembali ke ekonomi dunia /aissez-faire
dengan peraturan pemerintah minimal, Milton Friedman
menentang konsep tanggung jawab sosial sebagai fungsi
bisnis.

Seorang pebisnis yang bertindak "secara bertanggung
jawab" dengan memotong harga produk perusahaan untuk
membantu orang miskin, atau dengan melakukan
pengeluaran untuk mengurangi polusi, atau dengan
mempekerjakan pengangguran rendah keterampilan,
menurut Friedman, “menghabiskan dana pemegang saham
untuk obsesi kebermanfaatan sosial.”




Bahkan jika pebisnis memiliki izin pemegang saham atau bahkan dorongan
untuk melakukannya, dia masih bertindak dari motif selain ekonomi dan
mungkin, dalam jangka panjang, merugikan masyarakat yang ingin dibantu oleh
perusahaan. Dengan menanggung beban biaya sosial ini, bisnis menjadi kurang
efisien; entah harga naik untuk membayar biaya yang meningkat atau investasi
dalam aktivitas baru dan penelitian ditunda. Hasil ini berdampak negatif
mungkin fatal terhadap efisiensi bisnis jangka panjang.



Tanggung Jawab Bisnis

memaksimalkan keuntungan

keuntungan hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu

WILLIAM | BYRODN
Ky }. R FTENHOLS) \ 2ET
»




Archie Carroll mengusulkan agar para manajer bisnis organisasi

memiliki empat tanggung jawab: ekonomi, hukum, etika, dan CORRATE
kebijaksanaan. RESPONSIBILITY

THE AMERICAN EXPERIENCE

1. Tanggung jawab ekonomi dari manajemen organisasi bisnis adalah
menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat
sehingga perusahaan dapat membayar kembali kreditornya dan
meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya.

2. Tanggung jawab hukum ditentukan oleh pemerintah dalam undang-
undang yang diharapkan dipatuhi oleh manajemen. Misalnya,
perusahaan bisnis A.S. diharuskan untuk mempekerjakan dan
mempromosikan orang berdasarkan kredensial mereka daripada

mendiskriminasi karakteristik yang tidak terkait dengan pekerjaan
seperti ras, jenis kelamin, atau agama.




3. Tanggung jawab etis dari manajemen organisasi adalah mengikuti keyakinan yang dianut
secara umum tentang perilaku dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat pada umumnya
mengharapkan perusahaan untuk bekerja dengan karyawan dan masyarakat dalam
merencanakan PHK, meskipun tidak ada undang-undang yang mewajibkan hal ini. Orang-
orang yang terkena dampak dapat menjadi sangat kecewa jika manajemen organisasi gagal
bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

4. Tanggung jawab bebas adalah kewajiban sukarela yang diemban perusahaan. Contohnya
adalah kontribusi filantropis, melatih pengangguran inti, dan menyediakan pusat penitipan
anak. Perbedaan antara tanggung jawab etis dan diskresioner adalah bahwa hanya sedikit
orang yang mengharapkan organisasi memenuhi tanggung jawab diskresioner, sedangkan
banyak yang mengharapkan organisasi untuk memenuhi tanggung jawab etis.



Ada contoh manfaat yang diterima dari tanggung jawab sosial adalah:

1. Masalah lingkungan mereka memungkinkan mereka untuk menetapkan harga premium dan
mendapatkan loyalitas merek (misalnya, Stoneyfield Yogurt, Whole Foods, dan Ben & Jerry’s
lce Cream).

2. Kepercayaan perusahaan dapat membantu mereka menghasilkan hubungan yang langgeng
dengan pemasok dan distributor tanpa mengharuskan mereka menghabiskan banyak waktu
dan uang untuk mengawasi kontrak.

3. Perusahaan dapat menarik karyawan berprestasi yang lebih suka bekerja untuk perusahaan
yang bertanggung jawab (misalnya, Procter & Gamble dan Starbucks).



Manfaat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Bag. 2)

Ringkasan Pasar > Sri-Kehati

370,48

+8,08 (2,23%) 4 hari ini
11 Sep, 09.55 WIB - Penafian

1HR 5HR 1BLN EBLN YTD

Penutupan
sblmnya
370,66 10.00

10.00 2.00 4.00 16.00

366,17 Rendah 366,86 Tggi 52 mg 443,43
371,04 Ttp sbimnya 362,40 Rndh 52 mg 300,88




Menurut Carroll, jika pebisnis tidak bertindak secara etis, pemerintah akan
dipaksa untuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur tindakan mereka
— dan biasanya meningkatkan biaya. Demi kepentingan pribadi, jika tidak ada
alasan lain, manajer harus lebih etis dalam pengambilan keputusan. Salah satu
caranya adalah dengan mengembangkan kode etik. Cara lainnya adalah dengan
memberikan pedoman untuk perilaku etis



Kode etik menentukan bagaimana organisasi mengharapkan karyawannya berperilaku saat
bekerja. Mengembangkan kode etik dapat menjadi cara yang berguna untuk mempromosikan
perilaku etis, terutama bagi orang-orang yang beroperasi dengan latar belakang moral yang
berbeda.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mengembangkan
kode etik serta melaksanakan lokakarya dan seminar pelatihan etika. Namun, penelitian juga
menunjukkan bahwa ketika dihadapkan pada pertanyaan tentang etika, manajer cenderung
mengabaikan kode etik dan mencoba menyelesaikan dilema sendiri.



Kode Etis

Mengkomunikasikan kode tersebut dalam program

pelatihannya; dalam sistem, kebijakan, dan prosedur
penilaian kinerjanya; dan melalui tindakannya sendiri
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KODE ETIK PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

Kewajiban

. Menjunjung Tinggi dan Mematuhi Sumpah Jabatan dan Sumpah Pegawai,
Serta Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Kewenangan;

. Profesional, Mengutamakan Keluhuran Budi dan Keunggulan Kualitas,
Menggunakan Kemampuan Secara Arif dan Bijaksana, Jujur,
Tanggungjawab dan Berintegritas Tinggi Serta Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;

. Melayani Tanpa Diskriminasi, dengan Mewujudkan Kesetaraan Perlakuan,
Menghargai Hak Asasi Manusia, Peduli Kepada Masyarakat dan Lingkungan;
Cermat dan Disiplin;

. Hormat, Sopan dan Tanpa Tekanan;

. Mentaati Peraturan Perundangan-Undangan, Kode Etik Profesi dan Standar
Pelayanan yang Berlaku;

. Menjaga Agar Tidak Terjadi Konflik Kepentingan dalam Melaksanakan
Tugasnya;

. Menjaga Kerahasiaan yang Menyangkut Kerahasiaan Data Penduduk Dan
Kebijakan Negara;

. Memberikan Informasi Secara Benar dan Tidak Menyesatkan Kepada Pihak
Lain yang Memeriukan Informasl Terkait Kepentingan Kedinasan;

10. Tidak Menyalahgunakan Informasi Intern Terkait Tugas, Status dan Jabatan
Untuk Mendapat atau Mencari Keuntungan atau Manfaat Bagi Diri Sendiri
atau Untuk Orang Lain;

11.Memegang Teguh Kode Etik dan Selalu Menjaga Citra dan Nama Balk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

. Berhak Mendapatkan Kesempatan untuk Pengembangan Kompetensi;
Menggunakan Kekayaan dan Barang Milik Negara dan Daerah Secara
Bertanggungjawab, Efektif dan Efisien;

. Diberikan Penghargaan Sesuai dengan Prestasi dan Dedikasi Kerja berupa
Piagam Penghargaan Pegawai Teladan setiap 1 (satu) bulan sekali;

Sanksi
Apabila Melanggar Peraturan Perundang-Undangan, Standar Pelayanan Serta Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Pegawal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan dapat Diberikan Sanksi Sesuai Ketentuan yang Ada

0813 2628 5005 * Odukeapil Grobogan § Dispendukcapil Grobogan © @Dukeapil grobogan




PT.BPR

2~ BANK BANTUL
|

(PERSERODA)
KODE ETIK

Pokok - Pokok Kode Etik:

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundangundangan dan peraturan
yang berlaku.
2.Seorangbankirmelakukan pencatatan yang benarmengenaisegalatransaksi
yang bertalian dengan kegiatan banknya.
. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan
keputusan jika terdapat pertentangan kepentingan.
. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan
yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8» Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi
maupun keluarganya.
. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra
profesinya.

Setia Melayani Berkembang Dengan Pz




Kode Etik dalam Sistem Informasi

FIGURE 1.5 INFORMATION SYSTEMS ARE MORE THAN COMPUTERS

Organizations . — Technology

Management

Using information systems effectively requires an understanding of the organization, management,
and information technology shaping the systems. An information system creates value for the firm as
an organizational and management solution to challenges posed by the environment.




Kode Etik dalam Sistem Informasi

FIGURE 1.2 THE INTERDEPENDENCE BETWEEN ORGANIZATIONS AND
INFORMATION SYSTEMS

In contemporary systems, there is a growing interdependence between a firm’s information systems
and its business capabilities. Changes in strategy, rules, and business processes increasingly require
changes in hardware, software, databases, and telecommunications. Often, what the organization
would like to do depends on what its systems will permit it to do.
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HOW RULE-BASED AND RELATIONSHIP-BASED GOVERNANCE
SYSTEMS AFFECT ETHICAL BEHAVIOR

& The developed nations of
the world operate under gov-
ernance systems quite different
from those used by developing
nations. Developed nations and the
business firms within them follow well-recognized rules in
their dealings and financial reporting. To the extent that a
country’s rules force business corporations to publicly dis-
close in-depth infarmation about the company to potential
shareholders and others, that country’s financial and legal
system is said to be transparent. Transparency helps sim-
plify transactions and reduces the temptation to behave
illegally or unethically. Finland, the United Kingdom, Hong
Kong, the United States, and Australia have very trans-
parent business climates, The Kurtzman Group, a consult-
ing firm, developed an opacity index that measures the
risks associated with unclear legal systems, regulations,
economic policies, corporate governance standards, and
corruption in 48 countries. The countries with the most
opaguafleast transparent ratings are Indonesia, Venezuela,
China, Migeria, India, Egypt, and Russia.

Developing nations tend to have relationship-based
governance. Transactions are based on personal and
implicit agreements, not on formal contracts enforceable
by & court. Information about 2 business is largely local and
private—thus, it cannot be easily verified by a third party. In
contrast, rule-based governance relies on publicly verifiable
information—the type of information that is typically not
available in a developing country. The rule-based system has
an infrastructure, based on accounting, auditing, ratings
systems, legal cases, and codes, to provide and monitor this
information. If present in a developing nation, the infra-
structure is not very sophisticated. This is why investing in
a developing country is very risky. The relationship-based

system in a developing nation is inherently nontransparent
due to the local and non-verifiable nature of its informa-
tion. A business person needs to develop and nurture a
wide network of personal relationships. What you know is
less important than who you know.

The investment in time and money needed to build the
necessary relationships to conduct business in a develop-
ing nation creates a high entry barrier for any newcomers
to an industry. Thus, key industries in developing nations
tend to be controlled by a small number of companies,
usuzlly privately owned, family-controlled conglomerates.
Because public information is unreliable and insufficient for
decisions, strategic decisions may depend more on a CEQ
playing golf with the prime minister than with guestion-
able market share data. In a relationship-based system, the
culture of the country (and the founder's family} strongly

= the relationship-based system in 2 develop-

»oe less ethical and more corrupt. According to

Larry Smeltzer, ethics professor at Arizona State University,

“The lack of openness and predictable business standards

drives companies away. Why would you want to do busi-
ness in, say Libya, where you don't know the rules?”

SQURCES: S. Li, 5. H. Park, and S. Li, “The Great Leap Forward:
The Transition from Relation-Based Governance to Rule-Based
Governance,” Organizational Dynarmics (Vol. 33, No. 1, 2003),
pp. 63-78; M. Davids, “Global Standards, Local Problems, ™ Journal
of Business Strateqy (January/February 1999), pp. 38-43; "The
Opacity Index,” The Economist (September 18, 2004), p. 106.
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